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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian inis ad'al'ahdLstnbus raskin di Kelurahan Bansir Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Keta Pontianak bel uri tepat sasaran. Disamping itu data RTS
PM perlu ditinjau ulang, _kar‘éna tidak sesuai dengan peruﬁtukan yang diharapkan dalam
kebijakan program ra@km Permasalahan lainnya adalah pelak&ana-.program raskin kurang
profesional dan un"sur nepotisme 1ebih dominan dalam pelaksanaamwya_ Hasil penelitian
menunjukan bana pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Bansir Darat belum maksimal,
hal ini dldasarkan pada temuan penelitian dilapangan yang ditemukan adanya [ penm mpangan
dalam pendistribusiaannya. Penyimpangan dimaksud adalah berkaitan dengan “penetapan
Rumah Tangga'Sasaran Penerima*Manfaat yang ternyata masih ada keluarga miskityyang
bellim terdata dan terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran, Penerima Manfaat dan sebaliknya

_éda keluargaryang tergolong mampu tétapi terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerir)r{ﬁa
4 Manfaat.Menyikapi fenomena yéng ada perlu kiranya diga\]ang koordinas yang“sinergis dari |
'Ju' pemangku kebijakan dan pel aksanaprogramraskln agar tidak terjadi penyimpangan yang dapa[tI

merugikan Rumah Tangga Sasaran dengan-mengacu pada 6 Tepat, yaitu; tepat ‘Sasaran, tepat |
jumlah; tepat harga, tepat waktu, tepat administras dan tepat kualitas, sehingga tujuan dasarp

"' pelaksanaan program raskin dapat tercapal dengan baik. Selanjutnya dalam pefaksan

program-raskin di titik bagi atau titik distribusi hendaknya ada pengawasan dari pejabat yang
erwenang untuk dapat memastikan b albkan bantuan raskin kepada Rumah Tangqa
Sasaran Penerima Manfaat benar-benar génh] paf“&G Tepat p

K&akuna :Distribusi, Beras Miskin, daﬁ'Kell{arga'l\ﬂlskm {

”- ABSTQACT

The problem in this study is the distribution of Raskin in the Village Bansif' Land
Dlstrlct ‘-I_E_ast Pontianak , Pontianak not -on.target-.”Besides, the data. RTS PM negeds to be
reviewed because it do&s not correspond to the expected allotment policy Raskinfprogram .
Ancther preblem is the program-Raskin. less professional®and “more dominant element of
nepotism in its implementation . The results showed that the implementation of the program in
the Village Bansir Army Raskin is not maximized , it is based on field researgh findings which
found irregularitiesintheir distribution . Deviationsin questlon isrelated to the determination
of Target Households Beneficiaries there are still poor families who have not been recorded
and registered as Beneficiaries Target Households and families otherwise there among the
better but listed as Target Households Beneficiaries . Responding to a phenomenon that there
would have to be raised synergistic coordination of policy makers and program implementers
Raskin to avoid deviations that can harm the Target Households with reference to the 6 Right ,
namely the right target , the right amount , the right price , the right time , the right
administration and right quality , so that the basic purpose of the program can be achieved
with good Raskin . Furthermore, the Raskin program execution at the point or distribution
point should be no supervision of the competent authorities in order to ensure that the delivery
of aid to the poor rice Target Households Beneficiaries actually refers to the 6 Right

Keywords :Distribution, Rice Poor, and Poor Families.
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PENDAHULUAN.

Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin)
sebagai salah satu program Pemerintah yang
berjalan hingga saat ini yang dalam aplikasinya

banyak dijumpai ketimpangan pelaksar;aa‘lya i

sehingga banyak Rumah 'Lar\gga Sasaran
Penerima Manfaat (RIS PM) dari program
Raskin tersebut yang belum/tidak ‘merasakan
manfaat daun program yang seharusnya dapat
dlrasall_(_,an sebagal bentuk upaya pemerintah
urr}uf;'pengentamn' kemiskinan di | ndonée_i a

| Ketimpangan pelaksanaan program Raskin
E!ini menyébabkan :
'.\Derma&alahan sosial
$h|ngga jika diabaikan dan tidak ditejusufi |
a‘iar permasalahannya dapat menyebabl}

munculnya

program ini tidak akan dapat mencapai ta%get‘l'

sepern yang diharapkan. o,

permasalahan dalam program raskin ini yang
berkaitar! 1Eengan pelaksanaan program Taskin,
apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau
belum, menaiicl_gat sampal saat ini| redlisas
program raskin ter;sebut_ masih banyak terjadi
keti mpangan-keti mpangan T dalam

pelaksanaannya di Kelurahan Bansir Darat

Kecamatan  Pontianak  Tenggara, Kota
Pontianak.
Melalui program tersebut pemerintah

menargetkan angka kemiskinan akan menurun
sebesar 7,5 % pada tahun 2015 ( Pedoman
Umum Penyaluran Raskin 2012). Program
Raskin

bersentuhan

adalah Program Nasional yang
langsung dengan masyarakat
untuk mendapatkan hak bantuan atas pangan.

Menurut  Alimoeso(dalam  Pedoman
Raskin 2012 iv-v) ”Program Raskin
merupakan komitmen Pemerintahdalam
Sri Wahyuni

"berbagd ™
dalam masyarakatT_

A
U{ltuk itu penulis mengindentifikasikan} ! Untuk Rl Tl (Reskin)

pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat
kurang mampu(miskin) yang bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga
dalam memenuhi kebutuhan pangan”.
,I}/Ienurut Soesilo (dalam Pedoman Raskin

Program ‘Raskin merupakan bantuan
beras  bersubsidi™s bagl masyarakat
berpendapatan rendah, * yang merupakan
bagian ' taks . terpisahkamdariprogram
ketahanan pangan ‘sebagai upaya untuk
meningkatkan aksesibilitas  “dalam
memenuhi hak dasar masyarakat miskin
terhadap  kebutuhan -.spangan, yang
‘efektivitasnya dapat dicapai  melaluil
koofdinasi, sinkronisasi dan._harmonisasi,
= antar Kementrian/Lembagaterkait di Pusat

maupun di Daerah terhadap -perencanaan,

pel aksanaan, pengawasan  dan

pengendalian dengan dilandasi® bahwa
| Sg‘Raskln adalah hak orang miskin” r'

| Berdasarkan kutipan di atas Program E'Eras
bertUJuan
untuk- lebih™ mempertgjam sasaran penerima
manfaat, sehingga program ini sangqt'"';strategis
dan merupakan—program Nasiorv%a'l lintas
sektoral | balk “wvertikal maupyn" horizontal.
Pemerintah Pusat berperarr,-dalam membuat
kebi_jgk_an _program, *Sé'da'ﬁ'gl-(an pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Jadi

peranan

peran Pemerintah Daerah mempunyai
yang dalam
peningkatan  efektivitas raskin

sehingga diharapkan benar-benar akan sampai

sangat  penting

program

pada yang berhak yaitu Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS PM) yakni keluarga
Miskin yang telah terdata dalam Pendataan
Program Perlindungan Sosial tahun 2011
(PPLS 2011) yang telah dilaksanakan oleh
Badan Pusat Statistik.

MenurutSetiana(dalam Pedoman Raskin
2012) :
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“Program Raskin adalah program
yang melibatkan berbagai pihak bak
secara vertikal maupun horizontal yang
memiliki tanggung jawab dan wewenang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing untuk dapat menyalurkan
bantuan pangan kepada masyarakat_, yahg
berhak mendapatkan bantuan t.e.Fsébut

"..\.1"

Lurah/Kepala Da@r'é'ebagai penanggung
jawab pelaksanaar-r program Raskin"diytingkat
Kel urahan / uDeﬁa mempunyai tanggung jawab
yang be&ar dalam-pel aksanaa Program Raskin,
url'guk itu diharapkan Lurah.Kepala De@_ dapat
untuk  dapat

+ﬁengkoordinir' jagjarannya

-|.member|kan pelayanan yang ba|k kepada™"

.’pubhk berkenaan dengan pelaksanaan Programi i

l?gaskln mulai  dari  sosialisas, pendataa[lg F

ss{npal pada pelaksanaan penyaluran RJaﬁ}
B ! |
kepada RTS-PM. ’;

\Berkenaan dengan implementasi Pr

pelayangn kepada publik sehingga sangat
‘dalam

jagjaran

rentan  ymuncul nya kesenjangar
masyarakat,k, maka perly ki ran'ya

% d_aoat
program raskin ihi. sesual dengan aturan yang
telah dituangkan dalam 3'edbma|=r Umum
Penyaluran Raskin tahun 2012, sehingga dapat

dirasakan masyarakat secara adil dan terbuka.

pelaksana mehgi mplementasikan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris

yaitu toimplement yang
berartimengi mplementasikan. Implementasi
merupakan  penyediaan  sarana  untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan
dampak atau akibat terhadap sesuatu yang
dapat berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Secara

implementasi menurut kamus Webster yang

etimologis, pengertian
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"J'! tln
f{ e“lerlntah untuk mencapai tujuan yang telah

R askHJF. adalah berhubungan dengan prosm'r; d|tetapkan dalam suatu keputu&an/kebuakan

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 :
64):

“Konsep imlementasi berasal dari
bahasa Inggris yaitu to implement, dalam
kamus besar Webster,to implement

“=s(mengimplementasikan) berarti to provide
the't meaps for carrying out (menyediakan
sarana unttk.. melaksanakan sesuatu) dan

to give practhsal effect to (untuk
menimbulkan dampak/ak| bat terhadap
sesuatu)” e

-
Selanjutnya  <Suriggono  (1994:137)

implementasi kebljakan

¥,

menjelaskan bahwa :
merubakan suatu upaya untuk-mencapai tuj ua‘\h-.

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentl:

-dan dalam urutan waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas-maka dapétt
dismpulkan bahwa implementasi_merupakean
[ |

akan-tindakan ~ yang  dilakukan  oleh

yang -telah dipertimbangkan sehlngga tidak
merugikan masyarakat. :“
© Menurut - Mazmanian  dan’ " Sabastiar
(2004:68) ‘menyebutkan bahwarﬁlmplementay
adalah pelaksanaan keputusan‘kebijakan dasar,
biasanya dal am.berttk Jﬁd:ang-undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau keputusan badan peradilan”.

Proses implementas ini
setelah  melalui

seperti  tahapan pengesahan undang-undang,

berlangsung

sgjumlah tahapan tertentu

kemudian out put kebijakan dalam bentuk
pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai
perbaikan kebijakan yang bersangkutan.
Kebijakan mengandung unsur tindakan
untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan
tersebut  ingin

dicapai oleh seseorang,

kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu
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menghadapi hambatan-hambatan, tetapi harus
dicari peluang untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran yang diinginkan. bahwa
kebijakan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai dan praktek sosia yang ada dalam
masyarakat. Apab|lakeb|Jakan beris n|Ia| nilai
yang bertentangan dgﬁgan nilai-nilai  yang
hidup dalam maSyarakat maka * kebijakan
tersebut akan mendapat kendala ketika akan

Ini berarti

d||mplementa5|kan
-a'Berdasarkan Uraian pada latar bé!akang
_Jmasalah di- atas, untuk lebih memfokuskan

Sasaran Penerima  Manfaat yang telah
ditetapkan berdasarkan PPLS 2011 di
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak.

,L\/Ietode pengolahan data yang digunakan
dalam pen"éhﬂan ini adalah metode andlisis
kualitatif dengan "'anahss yang deskriptif.
Adapun langkah- Iangkah anahss data dalam
penelitian ini meliputi reduks data, verifikasi
data (_jan dilanjutkan.-dengan me_mbuat
ranglgaii‘an analisisnya. Selanjutnya rangl%[jm@n

data" disgsuaikan dengan "metode analisi§,'-

*nasalah pehelitian maka masalah -'di batas™"dimana, hal ini adalah andlisis yang d&skriptif;,_

!)adaPeI aksanaan Distribus  Beras

untuk=-Dalam penafsiran data dilakukan secara

&el uarga Miskin di Kelurahan Bansir Darat. 1[ ﬂ<omparat|f berdasarkan  teori-teori  yarg

I\/iI'hETODE : J ﬂ,»

Dalam penelitian ini penulis menggun%an

Impulan

' gdukung dan pada akhirnya dltamk

Jen|$ penelitian  Deskriptif.Penelitian’ ﬂ+n|'1' F*EtAKSANAAN DISTRIBUS| BERAS

dlkatagan bersifat deskriptif karena berusaha'} UNTUK KELUARGA MISKIN DI
KELURAHAN BANSIR DARAT

dan mepcoba memberi _gambaran secermat
mungkin"'tll tentang keadaan, ~ ‘yang
diteliti Pendlitian  deskriptif _ ini bertujuan
mengungkapllé\n dan memecahkan! masdah
berdasarkan fakta.-fakt,a terkumpul dan yang
nampak sebagaimana adanya oA dengan
kondisi saat penelitian ini dilaksanakan.

Subjek dalam pendlitian ini adalah
Informan kunci yang dapat memberikan data-
data benar berkenaan dengan masalah yang
diteliti,
antaralain:

1. Lurah
2. Seksi Kesgjahteraan Sosia
3. Staf pelaksana pendistribusian Raskin
4. KetuaRT dan RW
Sedangkan yang menjadi

adapun subjek dalam pendlitian ini

Objek dalam
penelitian ini adalah implementasi program
raskin yang diperuntukan bagi Rumah Tangga
Sri Wahyuni

1. Ketepatan kelompok sasaran per_l'érima
wawancaga  peneliti
Darat

" Berdasarkan . hasil"
dengan , Kepala -, Kelurahan B'énsir
diperoleh keterangan bahwa:

“.....Pengntuan™ RTM  yang  dapat
"menefima Raskin sudah diputuskan oleh
kelurahan yaitu dari BPS, berupa kartu
yang sudah ada nama dan aamatnya
Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat
Raskin.Sebaliknya warga yang cukup
mampu mendapatkan kartu sehingga
terjadi  keresahan.Untuk  itu  pihak
kelurahan melalui seksi  kesgjahteraan
sosiad menampung setiap laporan secara
lisan dari berbagai elemen masyarakat
termasuk petugas pendistribusi...” (hasil
wawancara, 10 April 2013).

Untuk mengatas masalah ini ketua RW
berperan dalam mengatur pembagian Raskin
kepada warganya.Hasil
ketua RW Il dan RW IV

wawancara dengan
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RW Il warga yang mendapat
Raskin 200 KK, jatah Raskin hanya 74 sak
@ 15 kg, Dengan musyawarah warga
semua warga dapat 5 kg tiap KK. Lain
halnya yang terjadi di RW IV dimana 40%
warga miskin yang seharusnya menerima_
Raskin tidak dapat kartu, padahal
memperoleh BLT yang men‘unjukkan
warga kurang mampu. Ag’é\r tidak timbul
konflik, maka dibagi” merata tapi untuk
warga Yyang sidak dapat  kartu dapat
Raskinnya, titlak tiap bulan, “untuk warga
yang da‘pat kartu'.. memperoleh setiap

bulan.'f..”. (hasil-—~wawancara, ~10 April
2013)
S Hasl  Wawancara  tersebut  'dapat

tidak dilakukan dan sebagian pemda merasa
tidak dalam
pelaksanaan Raskin.Sebagian pemda juga

dilibatkan  secara  resmi
mempertanyakan komitmen pemerintah pusat
dtes pelaksanaan politik desentralisas dan
otonomi 1‘daerah karena Raskin bersifat
sentralistik dan dllaksanakan olehingtitusi yang
juga'sentralistik (Bolog dan Kecamatan)

Sifat ketertutupan, proses pmdataan dan
Raskin dlr.gsakan

bertenféngan dengan proses demokratimsi‘yang

penetapan,  penerima

tengah dipangun. Dalam Kaitan. ini terdapat

4d|5|mpul kT WRi OIS dapat d|katakan_ Konflik antara larangan BPS mempublikasi karg

%ldak valid_karena proses pendataannya tidak

—-jden'utas responden (UU No. 16-Tahun 1997

ada kaorginas Reeng iCeReTRn (menurut hentang Statistik) dengan kebutuhan demokras

kptua RW IIl, ada warganya yang su ah
tergolong mampu R

seb§|knya yang miskin tidak dapat kjlﬂ
Wakt'u pendataan RT dan RW tidak tahu) I‘I
sehlndga pengambilan

dapat  kartu

keputusan untuk
pembaglan Raskin atas musyawarah Warga dan
di putuskart’RoIeh ketua RW.

Secara umym, koordmasi dan ‘komunikasi
pel aksanaan Re.;skin dinilai lemah. Indikasinya
antara lain: 1) d‘(;kTJrh_éh"dari ~Rusat_tentang
Raskin terlambat atau bahkan tidak diterima
pemda; 2) pendataan rumah tangga miskin
dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005
tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai
kepada Rumah Tangga Miskin keluar; 3) Rakor
tingkat menteri Bidang Kesra kurang tepat
dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai
koordinator pelaksanaan dan pengawasan
berubah menjadi pengawasan dan penanganan
pengaduan. Oleh karenanya, salah satu fungsi
pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Raskin

Sri Wahyuni

II. R
q.l i p_eMataan rumah tangga miskin meni mbui kan

tuk mengkonsultasikan  calon penerlma
in dengan publik lokal. Ketika hasl

|| keresahan sosial-politik barulah pemerlntah

pusat secara serius meminta pemda mel akukan

_Ia_ngkah-langkah ‘pengamanan,” aﬁtara lain
melaui  instruks 'pembentu_l_‘gan posko
pengaduan 4

Pada dasarnya, ke%del:hanaan birokrasi
penyelenggeraan yang
diserahkan kepada Bulog dan pemerintah
daerah

pelaksanaan program ini.Persoalan kemudian

program Raskin

merupakan  kunci keefisienan
muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut
adalah instansi yang para karyawannya biasa
bekerja dengan pendekatan teknis, sementara
kemiskinan

merupakan  persoalan  yang

berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan

sosia, ekonomi, dan politik secara
komprehensif.
Permasalahan yang muncul menyangkut

penargetan dan penyaluran Program Beras

Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi

5
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program. Hasil wawancara penulis dengan Kasi
Pelayanan Publik Bulog Sub Divre | Pontianak,
menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi terjadi
di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari
mekanlsme
pengaduan. Sosialisasi kepada Mwaka bisa
dikatakan tidak d|IakuJI‘<_an'Mesk|pun sosiadisas
untuk jagjaran Pg:n(]’a dilakukan;, namun agak

proses pendataan  hingga

terlambat dahJ informasinya hanya tentang
rencanapendataan

Hal ini diperparah dengan tidak terséd|anya
_;petunj uk pel aksanaan ryang
|menye| uruh.  di

program

kelembagaan yang menangani pengaduan dan
pemantauan program juga tidak berjalan di
wilayah.K eberadaan
mekanisme pengaduan yang tersedia tidak

semua posko dan

dﬁ'nfo_r_masi kan secara luas kepada masyarakat

sehingga s, terjad varias jalur
pengaduan.Adany;' o kesalahan sasaran
(mistargeting): yang “di*pgrparah dengan

sosidlisasi yang tidak memadsis,  khususnya
tentang krltenatarget dan tujuan program telah
memldu muncul nya ketidakpuasan masyarakat

Ketidakpuasan  masyarakat dlungkapkan-

tingkat Pemda. ' Bahkan™"dalam berbagal bentuk, mulai dari keluhan;.

beberapa surat yang terkait dengan pel aksanaanzprotes atau demonstrasi, melakukan ancaman,

f;askln dari pemerintah pusat yang sebenarnyﬁ ﬂwlngga pengrusakan.Pengaduan yang berbentuk

o%oat dijadikan dasar hukum Pemda setemd

seperti Inpres, SK Menko Kesra dan ¥K‘I" ol
Mendagrl terlambat datang atau bahkant 'ﬂdaldﬂ

protes dan ancaman biasanya dltanganl
kepala lurah dibantu oleh aparat

k_émanan/kepohsan Di  beberapa daerah

dltermga_ Di satu pihak, minimnya sosialisas | ! aparat kelurahan dan kecamatan serta BPS juga

pada tahap pendataan dapat mengurangi
munculnﬂlg moral hazard dalam perfentuan
target. Di "pihak lain, kurangnya sosialisas
secara juStru

meiny_el uruh mendorong

munculnya saIaI?lhpgr?epsi dan kecemburuan

r
-
T

sosial. -
Secara kelembagaan, di daerah tidak ada

yang merasa bertanggung

jawab  untuk
melakukan sosiadlisasi, sedangkan Kementerian
Komunikas dan Informas (Menkominfo)
sebagai penanggung jawab sosidlisasi nasional
hanya melakukan sosidlisass melalui media
cetak dan media elektronik yang jangkauannya
terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan
tertentu.

Upaya penyebaran brosur tentang kriteria
rumah tangga miskin pun, selain datangnya
terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang

informatif bagi masyarakat umum. Selain itu,

Sri Wahyuni

turun tangan. Aks protes dan ancal_?::an dari
masyaraket tersebut dapat diredam dengan:

1) Dibukanya pendaftaran slisulan bagi
masyarakat,yang merasaberhak
2) Adanya kesedisan penerima Raskin
untuk membagi__sebagian  bantuan
kepadarumatitangga miskin lainnya
f— Ada pgabat yang menjanjikan bahwa
pendaftar susulan akan menerima
Raskin pada tahap berikutnya.
Pelaksana program, dalam hal ini tim dari
kelurahan, ketua RW dan ketua RT masing-
masing sudah paham terhadap tugasnya dan
mendukung Raskin. Sosidlisasi  Program
Raskin adalah kegiatan penunjang program
untuk memberikan informasi yang lengkap
sekaligus pemahaman yang sama dan benar
seluruh

terutama kepada pelaksana, masyarakat umum

kepada pemangku  kepentingan
dan khususnya Rumah Tangga Miskin

penerima manfaat. Informasi dan pemahaman
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yang sama dan benar dimaksud meliputi latar
belakang, kebijakan pemerintah,

Ssasaran,

tujuan,
pengelolaan, pengorganisasian,

pengawasan dan pelaporan serta hak-hak

kewajibannya masing-masing. - =

Sosidlisas  program Raslgn dlharapkan
pelaksanaan di Iaoaggan sejak awal dapat
berjalan secara Iancar tertib, tepat Waktu dan
terencana ;mﬁjaj ketentuan "yang ditetapkan.
Demik__i.anrpula, apabila dalam pelaksanaan
4 indikas

progfam masih “ditemui adanya

pmy| mpangan pelaksanaan, seluruh pemangku

.|kepent| ngan termasuk masyarakat umum perlt™ sebagai ‘sdlah satu
atau  mengadukan sekallgu1$=pahwa
Renyelesaian masalahnya melalui jalur, Unit |

!_:nengetahuv

F‘%ngaduan Masyarakat (UPM) yang ter%dla}

I. 1]

2. ?kap Pelaksana
B‘erdasarkan hasil observas yang penulis’|

Iakukéll]_ d Pegawai

pendistribusi raskin sudah mel aksanakan tugas

lapangan  semua

dan pek laan sesuai dengan apa yang
diperi ntahkart atasan. Halyini ‘senada;dengan
apayang d|utarakan oleh Bapak ST (44) selaku
salah satu pegawai di K@&urehanBapsir Darat,
yang menyatakan bahwa :

T saya selalu melaksanakan
tugas sesuai dengan apa yang dianjurkan
oleh atasan, baik dalam penyusunan jadwal
kegiatan, persigpan pendistribusian, dan
pencacahan RTM, selau berkoordinas
dan konsultasi dengan atasan......... ” (Hasil
Wawancara Penulis, 5 April 2013)

Dari hasil observas dan wawancara di atas,

telah

melaksanakan pekerjaannya sesuai  dengan

dapat disimpulkan bahwa Pegawai

yang diperintahkan oleh atasan. Karena dengan
perintah dari atasan maka para Pegawal dapat
mengerjakan pekerjaannya sesuai  dengan
sasaran yang akan dicapai oleh organisasi
bersangkutan dan tidak lepas dari tugas pokok
Sri Wahyuni

ek ‘J
. I

i

dan fungsi yang diemban oleh masing-masing
Pegawai.  Tujuan

ialah
tujuan organisas,
pfaimah_ oleh atasan kepada bawahan ialah

untuk méﬁbkogrdinasikan kegiatan bawahan

pemberian  perintah

sesungguhnya untuk merealisasikan

tujuan utama pemberian

agar kegiatan maghg;masing bawahan yang
beraneka magam itu te?l?éar,gi nasikan kepada
suatu arah yaitus untuk tl,;j-ljlél:lz organisasi
Kel urahan Bansir Darat. "~

Dah hasil penelitian diatas, dlbenarkan oleh
pendapat “Kepala Kelurahan _Bansir Darat

informan__menyatakan|

“Sejauh ini Pegawai yang ada di
kantor ini sudah bekerja sesuai* dengan

h | gwyang diperintahkan oleh atasan, dimaha

Ifatasan dalam memberikan perintah lebih
1 dahulu mengetahui  kapasitas dan tigas
= dari masing-masing Pegawai. Disamping
itu pimpinan juga mengarahkan proses
berfikir Pegawai agar Pegawai jbekerja
dengan baik sehingga # dalam
. menyelesaikan pekerjaan dapat ,ﬂyambung
dengan tugas-dari- masing- mas ng Pegawai
itu sendiriy, terutama dalam’ pencacahan
RTM ,dan "pendistribusian’ raskin”.(hasil
wawancara tanggal 6 Aprrl 2013).

Dari pa'nyataan dan tanggapan informan
diatas menunjukkan bahwa setiap Pegawai
yang ada di Kelurahan Bansir Darat sudah
bekerja atau menjalankan tugasnya sesuai
dengan yang diperintahkan oleh atasan.Atasan
disini juga memegang peranan penting tercapai
tidaknya yang

bersangkutan, tanpa adanya koordinasi atau

tujuan dari organisas

terkoordinir dengan baik maka mustahil suatu
yang

diharapkan.Pekerjaan dalam suatu organisas
apapun sebelum dipraktekkan atau dikerjakan,

pekerjaan dapat mencapai  hasil

para Pegawai selain harus mengetahui tugas

pokok dan  fungsnya juga  harus
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memperhatikan arahan atau himbauan dari
atasan yang mana dapat membantu para

Pegawai  berfikir dalam bekerja.Sehingga

dengan ini diharapkan kualitas dari pekerjaan

yang dihasilkan oleh Kelurahan Bansw Perat
dapat diterima oleh setiap unspr- 'yang ada di
organisasi guna bertlﬁym “untuk peningkatan
sasaran/target kega yang lebihy optimal lagi
kedepanny«’:\.ﬂl
Selan  itu « diddam  melaksanakan
pgk-eﬁaannya Pegawai harus mengerjé]gannya

SﬁﬂJai dengan data dan informasi yang akurat

fyang menyangkut tentang organlsas yahg—
bersangkutan juga sangat berperan dalam=-
rpendukung tercapainya kualitas pekerjaalg F

yEng optimal.Dengan adanya data g (j
mfbrmas yang akurat maka target/sasaran ilan
tuj uan organisasi dapat tercapai.

Untuk dapat mengetahui ketepatan WaktuL!

para Pegawaj dalam pendistribusian raskin i
Kel uraha{q Bansir Darat dapat dilihat dafi-hasil
wawancara penulls dengan “salah seorang
pegawai sebagal berikut:

..... SeLama ini  saya sudah
mendistribusikan ra‘skmiepat Jwaktu, dan
selama ini target pekerjaan selalu” 100%
tepat waktu...”. (Hasil Wawancara, 7 April
2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegawai di

Kelurahan Bansir
sudah tepat waktu dalam pendistribusian raskin

Darat Kalimantan Barat

atau tugas mereka. Menyangkut ha diatas,
Kepala Kelurahan Bansir Darat pada saat
dilakukan wawancara menyatakan bahwa :

“...setiap Pegawai dalam
pendistribusian raskin itu telah memahami
tugasnya masing-masing karena setiap
Pegawai sudah memiliki job description
masing-masing, dan dengan adanya hal
yang seperti itu maka diharapkan para
Pegawai dengan mudah menyelesaikan
setiap pekerjaan mereka tepat pada

Sri Wahyuni

o l|'|

waktunya sehingga pekerjaan yang lain
tidak saling berbenturan akibat
penyelesaian tugas yang terlambat”.(Hasi|
wawancara tanggal 12 April 2013).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu
F;egaWa gu Kelurahan Bansir Darat yaitu (NH)
(41) yang tldékwnau dlsebutkan namanya yang
mengatakan bahwa. "m.n

#...memang betul a'ekl dengan adanya
uraian pekerjaan yang dimiliki oleh para
Pegawai dalam pendistribusian, raskin
maka kami betul -betul sudah tahu pasti apa
yang harus kami kerjakan dan kapan
dibutuhkannya hasil pekerjaan tersebut
karepa jadwal dan waktunya sudah
tercantum disitu namun yah seperti itulah
dek masih ada Pegawai "lainnya yang
kurang memahami betul tugas=dan waktu
penyelesaian  pekerjaannya” sehingga
kadangkala pekerjaan " tersebut

wdmmpahkan ke Pegawai yang lain untuk
fdlkerjakan .(Hasll wawancara tanggal 8
| Apr|l 2013).

L]

Berdasarkan  pendapat  diatas, [dapat
disimpulkan bahwa di Kelurahan Bangir Darct
_su_dah cukup serius dalam mer'igerjakan
pekerjaan ~ mereka  dan beru_;éha untuk
rhenyelesai kannya tepat pada vyaidunya karena
setiap Pegawal sudah m_e[ni_liki job description
yang=didalamnya berisi mengenai  kewajiban
dan pertanggungjawaban para Pegawal
terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka

kerjakan walaupun mash ada beberapa

Pegawai yang kurang serius dalam
menyel esai kan tugasnya.
Untuk itu perlu ditingkatkan disiplin

Pegawai dalam hal pendistribusian raskin tepat
pada waktunya sehingga bisa mencapai target
yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk
dapat meningkatkan efektivitas pendistribusian
raskin Pegawai dituntut untuk menyelesaikan
pekerjaan/tugasnya pada saat dibutuhkan atau
kalau perlu pekerjaan tersebut sudah selesai
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sebelum dibutuhkan agar Pegawa dapat
mengerjakan tugas yang lainnya sehingga dapat

mengefisiensikan waktu yang ada.

PENUTUP -
Berdasarkan hasil penelltlan dapat dlamb|l

kesimpulan bahwapendlstrT)usan Raskin di
Kelurahan Tanj urlg Hulu K ecamatan Pontianak
Timur, berda&arkan hasil. penelitian ditemukan
bahwa ,penentuan kelompok sasaran penerlma
d|Iq|éukan dalam™menentukan target ,RTM,

alokas pagu, ‘dan menampung usulan dan

dengan data dan informasi yang
penelitian petugas
pendistribusi raskin di Kelurahan Bansir Darat
sudah

pekegaan mereka dan  berusaha

akurat.Berdasarkan hasil

cukup serius dalam mengerjakan
untuk
menyel Ie.s%?kar-m’ya tepat pada waktunya karena
setiap Pegawai slu-(‘j"éh r_qemiliki job description
yang didelamnya beris Mengena kewgjiban
dan  pertanggungjawaban tﬁa!r,ii= Pegawai
terhadap: tugas dan fungsi yang ha:lls" mereka
kerj aké;n walaupun masih - ada bel;_e'ra.Pa
Pegawai ,~ yang dalamy

kurang © serius

_'pengaduan dari masyarakat. Fenomena Yang==enyel ekaikan tugasnya. Untuk itu D|harapkar1
giltemukan dilapangan menunjukkan Iemahnya Pengelolaan Raskin ke depan mengacu pada

505|al isasi- terjadi i tahap

pb,laksanaan mulai dari proses pendat

Semua

hmgga mekanisme pengaduan. Sosuar 1|.-

kepada masyarakat bisa dikatakan m}giakv

d|Iakukan Meskipun sosialisasi untuk Jajaran.!
PemdaJ dllakukan namun agak terlambat- dan
mformas_nya hanya tentang rencana pendat_aan.
Melihat fepomena yang gda’ untuk konseb
pengelolaan*"lg_e depan, mengadakan sensus
rumah tanggaq"'-ggtuk mengumpulkan data
sosial-ekonomi  rumah’ “tanggas=termasuk
struktur demografi dan karakteristik rumah
tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya
dipergunakan sebagai informasi dasar untuk
melakukan

memisahkan

analisis  diskriminan  guna

penduduk  miskin  dengan
penduduk bukan miskin.

Sikap petugaspendistribusi  raskin dapat
dikatakan sudah cukup baik, hal ini didasarkan
pada pelaksanaan pendistribusian raskin yang
menjadi tugasnya sudah sesuai dengan yang
diperintahkan oleh atasan. Disamping itu dalam
melaksanakan

pendistribusi

pekerjaannya petugas

raskin mengerjakannya sesuai

Sri Wahyuni

ﬂnd|kator kinerja Raskin terdapat‘enam tepat,

yaitd '
{’Tepat Sasaran Penerima Manfaat /

" Upaya penyempurnaan kartu penqr—| ma
program harus dikoordinasikandengan RT,

RW dan  Kelurahan penerima -'.Raskin

o sehmggatransparan danakuntabel
b. Tepat Jimlah = r
% Jmiah - Raskin yang rfﬂbagikan ke

masyarakat seha_ru§1_ya." sesuai  dengan
peraturarn yang (;t:etapkan oleh pemerintah.
Saat ini (tahun 2012) ditetapkan 15 kg per
RTS per bulan, selama 12 bulan

c. Tepat Harga
Harga Raskin yang di bebankan pada
masyarakat ~ seharusnya  sesuaidengan

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Saat ini (tahun 2012)ditetapkan Rp. 1.600
per kilogram

d. Tepat Waktu
Jadwal distribusi ke masyarakat, sebaiknya
sesual dengan waktu yangdijadwalkan, oleh

karena itu dalam hal ini, pemerintah haurs
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membantuoperasional penyaluran raskin
hingga sampai ke desa yang dituju.
e. Tepat Administrasi
Pembayaran Raskin yang tertunda (hutang)
harus didesain denganmemperti m.kr).a][:igk'én"'_""=

karakter perilaku masyar. a 'penerima

cara menabung

sesuai  kemampuan  yang. dikoordinir ] . 1
olehtim g#yang ditunjuk *RT, RW atau i o g \'\.,L

Kelufshan. -« = " ,
f. Aepat Kualitas' _ "
4 Perlu ditingkatkan terutama terkait dengan by pgr Y

kualitas, L!'Jeras dimana kuaIitas‘bl‘aras' e X a

masih*“sangat rendah, ada kesan :bahWases :

beras yang diberikansebetulnya sudah tid
\ layak untuk dimakan. Bul L o i

ﬂqsebagai penanggungjawab program Raski f
erlu mengupayakan penyediaan ber '

terjamin kualitasnya.
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